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Abstrak 

Sejak zaman kolonial Belanda, kasus perdagangan orang telah marak terjadi. Seiring 

berkembangnya zaman kasus perdagangan orang telah marak terjadi. Hal ini menyebabkan 

munculnya permasalahan dalam lingkup sosial, kasus perdagangan orang atau human 

trafficking terjadi melalui praktek Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kasus Human Trafficking 

cukup marak terjadi di daerah Kota Batam. Para korban perdagangan orang atau Human 

Trafficking diberikan janji berupa diberikannya pekerjaan yang menjamin, namun para 

korban mendapatkan kejahatan berupa tipuan, kekerasan, dan pemaksaan berupa komersial 

seks. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam menangani 

kasus Human Trafficking di Kota Batam pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Penelitian menggunakan teori human 

trafficking dan peran pemerintah yaitu dilihat dari peran pemerintah dalam, Pelatihan, 

Kerjasama, dan razia.  

 

Hasil dari penelitian ialah Peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Human 

Trafficking di Kota Batam pada tahun 2021-2022 belum maksimal. Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa pelatihan berupa sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah belum 

banyak diketahui oleh Masyarakat di Kota Batam. Masih adanya penemuan calon tenaga 

kerja Indonesia yang keluar negeri tanpa adanya dokumentasi keluar negeri oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab.  

 

Kata Kunci: Human Trafficking, Kota Batam, Indonesia, Peran, Pemerintah 
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Abstrac 

Since the Dutch colonial era, cases of human trafficking have been widespread. As time goes 

by, cases of human trafficking have become more common. This causes the emergence of 

problems in the social sphere, cases of human trafficking occur through the practices of 

Indonesian Migrant Workers (TKI). Human trafficking cases are quite common in the Batam 

City area. Victims of human trafficking are given promises in the form of guaranteed 

employment, but the victims receive crimes in the form of deception, violence and coercion 

in the form of commercial sex. 

This research aims to determine the role of the Indonesian government in handling Human 

Trafficking cases in Batam City in 2021-2022. This research uses qualitative research using 

descriptive research. The research uses human trafficking theory and the role of government, 

namely looking at the government's role in training, cooperation and raids.  

 

The results of the research are that the role of the Indonesian government in handling Human 

Trafficking cases in Batam City in 2021-2022 has not been optimal. In this research, it was 

found that the training in the form of socialization provided by the government was not 

widely known by the people in Batam City. There are still discoveries of prospective 

Indonesian workers leaving the country without documentation of leaving the country by 

irresponsible parties.  

 

Keywords: Human Trafficking, Batam City, Indonesia, Role, Government 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Tingkatan sirkulasi ekonomi di Indonesia sampai saat ini masih berada di fase kurang 

stabil dikarenakan masih banyaknya kesenjangan yang terjadi seperti minimnya lapangan 

pekerjaan yang memadai, kurangnya tingkat pendidikan yang dijenjang, tingginya taraf 

hidup, faktor tradisi atau budaya setempat, dan juga faktor media massa, dan minimnya 

edukasi yang diberikan terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya 

permasalahan dalam lingkup sosial yakni human trafficking yang terjadi di Indonesia. 

Perdagangan manusia atau human trafficking merupakan sebuah kejahatan transnasional. 

Lumrahnya, kejahatan tersebut berbentuk penggelapan dan penyelundupan manusia 

menggunakan kekerasan, rayuan dan tipuan, dan menggunakan cara paksaan  dengan 

mengendalikan korban yang ditujukan untuk tujuan komersialisasi seks dan tenaga kerja 

secara illegal. Kasus human trafficking bisa dibilang cukup marak terjadi khususnya 

didaerah Batam, sejalan dengan berkembangnya teknologi dan arus globalisasi hal ini 

memberikan kemudahan dalam mengakses transportasi bermula korban dijanjikan pekerjaan 

diluar negeri yang memadai namun korban dijadikan human trafficking. Alhasil, dengan 

terjadinya human trafficking merugikan para korban terutama hak asasi manusia yang 

seharusnya para korban dapat di Indonesia. Upaya penanganan kasus ini masih terus 

dilakukan pencegahan serta penanggulangan agar kasus ini tidak kian meningkat di 

Indonesia khususnya di Daerah Batam.   

Berdasarkan dari sejarah, kasus perdagangan perempuan dan anak sudah ada sejak 

zaman kolonial Belanda bahkan pada saat penjajahan jepang, wanita di Indonesia dijadikan 

objek seksual oleh tentara Jepang. Kemudian seiring berkembangnya zaman perdagangan 
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perempuan dan anak melalui praktek Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) merupakan panggilan untuk warga negara Indonesia yang dalam hal ini bekerja 

di luar negeri dalam bentuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan 

untuk menerima upah. TKI sendiri dibagi menjadi 2 bagian yakni TKI Legal dan Non-Legal. 

Definisi dari TKI Legal yakni tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan yang ada di 

luar negeri dan dalam hal ini  telah mengikuti sesuai prosedur, dan mekanisme aturan hukum 

yang berlaku. TKI legal ini sendiri tentunya mendapatkan perlindungan hukum baik dari 

pemerintah Indonesia ataupun pemerintah dari negara penerima dikarenakan sudah 

menjalankan dan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Tentunya dalam hal ini TKI legal 

secara resmi telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang dalam hal ini 

memiliki wewenang serta bertanggung jawab di ranah ketenagakerjaan baik dinegara asal 

ataupun negara penerima. Selanjutnya para TKI Legal memiliki sebuah perjanjian kerja, 

yakni perjanjian antara beberapa pihak yang terdiri antara pekerja  dengan si pemberi 

pekerjaan atau pengusaha yang dalam hal ini membuat sebuah syarat dan kewajiban terkait 

pihak yang terlibat dengan dilandasi dasar asas terbuka, bebas, bersifat objekti dan tentunya 

adil dan setara tanpa adanya pemaksaan, tekanan atau diskriminasi, kemudian penempatan 

TKI Legal dalam hal ini diarahkan agar sesuai dengan tenaga kerja yang diinginkan, dituju, 

sesuai dengan keahlian,ketermapilan, serta minat dan bakat yang juga mendapatkan 

perlindungan hukum.  

Kemudian definisi dari TKI Ilegal itu sendiri ialah tenaga kerja Indonesia yang bekerja 

diluar negeri atau negara asing akan tetapi tidak memiliki izin yang resmi untuk bekerja 

dinegara penerima. Tentunya para TKI ini tidak melalui prosedur kualifikasi dan mekanisme 

hukum yang berlaku baik yang ada di Indonesia ataupun negara penerima. 
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 Dalam hal ini terdapat 4 kategori pekerja asing atau TKI dapat dikatakan illegal : 

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal. 

2. Mereka yang dalam hal ini bekerja di luar ruang lingkup pekerjaan yang diizinkan 

oleh pihak berwewenang terkait status mereka. 

3. Mereka yang bekerja tanpa adanya identitas serta status kependudukan yang izin 

kerja atau bisa dibilang tanpa izin. 

4. Dan yang terakhir, seseorang yang memasuki sebuah negara itu secara tidak sah 

untuk ikut terjun kedalam sebuah kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau 

bisnis. 

Penempatan seorang TKI di negara asing hanya akan bisa dilakukan jika pemerintahnya 

telah membuat sebuah perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau ke 

negara yang dituju yang dalam hal ini memiliki peraturan perundang-undangan yang dalam 

lingkup ini melindungu tenaga asing. 

Dengan maraknya kasus TKI illegal inilah menstimulasi terjadinya perdagangan 

manusia  atau yang biasa dikenal kejahatan Human Trafficking yang sampai saat ini masih 

banyak terjadi hingga saat ini. Human trafficking itu sendiri telah mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan menjadi sondikat batas lintas antar negara. Indonesia dalam hal ini 

menjadi objek yang pas dikarenakan Indonesia memiliki penduduk terbanyak dan terpadat, 

dan merujuk data dari International Organization for Migration (IOM) Pada tahun 2005-

2014, sebesar 7.193 manusia yang terindikasi, sebesar 92,46% korban human trafficking 

yang berasal dari Indonesia mayoritas korbannya yakni anak-anak dan Perempuan. Hal ini 

diperparah dengan mudahnya akses jalur kounikasi dan transportasi antar negara, hal ini lah 

yang juga menjadi faktor tingginya kasus ini.  
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Batam dalam hal ini memenuhi semua klasifikasi mulai dari akses yang berbatasan 

langsung dengan negara luar seperti Vietnam, filiphina, singapura, dan Malaysia yang dalam 

hal ini menjadi salah satu akses jalur pengiriman korban Human Trafficking. Batam menjadi 

wilayah transit  bagi para oknum dalam mengsuplai korban sebelum ke negara tujuan. Hal 

ini diperkuat dengan klaim batam memiliki sangat banyak “Pelabuhan tikus”. Pelabuhan 

tikus yang dimaksud yakni Pelabuhan tidak resmi yang ada disepanjang Pantai 

perkamupungan pulau batam. Dan terkadang kejahatan human trafficking dapat terjadi juga 

di Pelabuhan resmi. Kasus Human trafficking telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Melihat gambaran diatas perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus 

Human Trafficking agar masalah semacam ini dapat terselesaikan. Dalam hal ini ada 

beberapa Langkah kebijakan yang telah pemerintah lakukan  Human trafficking yang 

dilakukan seperti halnya pemerintah yang membuat sebuah program yang bernama Batam 

International Training Center pelatihan ini bertujuan untuk pembekalan akhir 

pemberangkatan buruh migran yang akan diberangkatkan ke negara luar dengan tujuan agar 

para buruh mendapatkan edukasi serta pemahaman terkait Tindakan apa yang bisa dilakukan 

apabila mereka mendapatkan kekerasan dari majikan mereka dan penjelasan yang 

berhubungan dengan surat-surat perjalanan dan masa waktu mereka tinggal diluar negeri, 

kemudian pemerintah juga membuat sebuah gugus tugas anti trafficking yang berdasarkan 

keputusan walikota tahun 2005. Gugus tugas ini terdiri dari perwakilan kantor-kantor dinas 

dan LSM, gugus tugas ini dibentuk agar pemberantasan kasus human trafficking dibatam 

lebih terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya pemerintah menciptakan sebuah shelter, shelter 

ini sendiri bertujuan untuk tempat tinggal sementara dan menyediakan fasilitas pemulangan 

korban. Hal ini ditangani oleh dinas sosial, pemda dan IOM.  
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Melihat dari keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, tentu kasus 

human trafficking memiliki dampak yang dihasilkan cenderung negatif terhadap manusia 

baik itu laki-laki, perempuan, dan anak-anak baik secara fisik maupun mental. Di Indonesia 

kasus Human Trafficking masih terus terjadi, seperti pada tahun 2016 kasus human 

trafficking mencapai 0 kasus, kemudian ditahun 2017 mengalami kenaikan kasus menjadi 

347 kasus. Dan mengalami penurunan diangka 329 kasus ditahun 2018, 244 kasus ditahun 

2019, dan 149 kasus di tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 

2021 yakni sebanyak 234 kasus human trafficking yang ada di batam. berikut merupakan 

gambar grafik kasus Human Trafficking.  

Gambar 1 Grafik Kasus Human Trafficking Di Indonesia 

 

 

Sumber : Tirto.id 

Salah satu kasus yang terjadi di Batam yaitu Kepolisian Kota Batam menemukan 

perahu pengangkut 13 pekerja migran yang tenggelam di perairan Pantain Johor, Malaysia. 

Polisi menemukan 6 orang pekerja migran yang tewas. Dari informasi yang didapat bahwa 

perahu tersebut berangkat dari Pulau Terong, Batam. Kemudian pihak kepolisian 

mendatangi wilayah pulau terong tersebut dan menangkap Zamri yang diketahui terlibat 
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dalam mempersiapkan perahu pengangkut pekerja migran tanpa dokumen. Perahu yang 

tenggelam tersebut diketahui ialah milik dari Yuslan yang merupakan warga Pulang Terong. 

Kemudian terdapat suatu kasus yaitu pada tanggal 6 Desember 2022 melalui 

investigasi Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran (KKPPMP) Kepri bahwa 

ditemukan Calon  Pekerja Migran yang secara illegal tanpa dokumen resmi diberangkatkan 

untuk bekerja di Negara luar hanya dengan visa pelancong. Mereka berangkat dari 

Pelabuhan Internasional Batam Center, dengan 140 masyarakat lain calon pekerja migran 

yang illegal dengan bantuan mafia penyelundup pekerja migran Indonesia illegal. Mafia 

tersebut berinisial OD, BCK, SY, dan RS terbukti dari tiket yang ditandatangani dan daftar 

manifest. Berdasarkan kasus yang terjadi di Batam, ini menunjukkan bahwa masih terus 

berlanjutnya kasus Human Trafficking. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam perihal tentang peran serta upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus 

human trafficking di Batam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, yakni bagaimana peran pemerintah 

Indonesia dalam menangani kasus human trafficking di Batam tahun 2021-2022 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini agar untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia dalam 

menangani kasus human trafficking di Batam tahun 2021-2022. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mampu memberikan sebuah pemahaman serta kejelasan yang lebih mendalam dan 

konkrit terkait peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human 

trafficking di Batam.  
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2. Dalam lingkup yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu dalam 

memberikan pengetahuan yang baik untuk data dan informasi yang tepat serta jelas 

untuk para akademisi program studi Ilmu hubungan Internasional. 
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